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ANALISIS PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA
PEKANBARU

ABSTRAK
Oleh
Sisiana Kaulika

Penelitian ini_bertujuan untuk_mengetahui ;analisis pembayaran pajak bumi dan
bangunan di kota Pekanbaru serta untuk mengetahui faktor yang menjadi
penghambat dalam pelaksanaan pembayaran pajak bumi dan bangunan sehingga
tidak terlaksananya hal tersebut. Dengan adanya Peraturan Daerah Kota
Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pendesaan
Perkotaan (PBB) yaitu pajak yang dikenakan atas perolehan-perolehan atas dan
bangunan maka dari itu sudah sewajibnya wajib pajak untuk melaksanakan
pembayaran pajak bumi dan bangunan tersebut. Pelayanan dalam pembayaran
pajak bumi dan bangunan maupun pajak lain nya pada Badan Pendapatan Daerah
Kota Pekanbaru telah dikategorikan sudah cukup efektif dikarenakan sudah mulai
ada kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak dan sudah cukup baiknya
pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru melayani masyarakat
sebagai penerima pelayanan, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis
serta menjelaskan mengenai.analisis. pelayanan- pembayaran pajak bumi dan
bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Manfaat dari
penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan pemerintah khususnya Bapenda
dalam memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat sehingga
tidak ada masyarakat lagi yang mengeluh mengenai pelayanan. Metode didalam
penelitian ini menggunakan “penelitian kualitatif dengan pengumpulan data
melalui wawancara,observasi dan dokumentasi. Informan didalam penelitian ini
yaitu Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran PBB,BPHTB,PPJ Bapenda
Kota Pekanbaru serta masyarakat wajib pajak. Hasil penelitian ini sudah mulai
efektif namun masih ada beberapa hambatan yang dirasakan oleh masyarakat
maupun pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru mengenai pelayanan
dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan yang dilakukan oleh Badan
Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Kata Kunci : Analisis,Pelayanan



ANALYSIS OF LAND AND BUILDING TAX PAYMENT SERVICES AT
THE PEKANBARU CITY REGIONAL REVENUE AGENCY

ABSTRACT
By
Sisiana Kaulika

This study aims to determine the analysis of land and building tax payments in
the city of Pekanbaru as well as.te determinge the factors that become obstacles
in the implementation+of+land and. building ‘payments so that this is not
implemented. With the Pekanbaru City Regional Regulation Number 08 of 2011
concerning Rural Urban Land and Building Tax (PBB), which is at tax
imposed on acquistions of land and buildings, it is therefore obligatory for the
taxpayer to pay the land and building taxes as well as other taxes at the
Pekanbaru City Regional Revenue Agency are categorized as effective enough
because there has been awareness from the public to pay taxes and it is quite
good for employees at the Pekanbaru City Regional Revenue Agency to serve
the community as services recipients. The purpose of this study is to analyze and
explain the analysis of land and building tax payment services at the Pekanbaru
City RegionalRevenue Agency. The benefit of this research is as a
consideration for the governement, especially Bapenda. in providing even better
services to the community so/that no,one else<complains about the service. The
method in this study uses qualitative reesearch with data collection through
interviews, observation and documentation. The informations in this study were
the head of the Sub-Division of Data Collection..and Registration of
PBB,BPHTB,PPJ Pekanbaru City Regional Revenue Agency and the taxpayer
community. The results of this study have begun to be effective, but there are
still some obstacies felt by the community and the Pekanbaru City Regional
Revenue Agency regarding services in paying land and building taxes carried
out by the Pekanbaru City Regional Revenue Agency.

Keywords : Analysis, Service
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PENDAHULUAN

prinsip-prinsip demokrasi , keadilan , pemerataan , dan keistimewaan dalam

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dan seluruh kepentingan publik harus dilaksanakan oleh pemerintahan
sebagai penyelenggara negara yaitu dalam berbagai sektor pelayanan terutama

yang menyangkut pemenuhan hak —hak sipil dan kebutuhan dalam masyarakat.



Dengan kata lain seluruh kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak
itu harus atau perlu adanya suatu pelayanan.

Dengan kata lain Pembangunan kini yang sedang berlangsung sangat
membutuhkan dukungan dari semua pihak dan-berbagai sektor . salah satu sektor
tersebut - yaitu sektor keuangan dan sektor pendanaan bagi pembiayaan
pembangunan yang secara operasional tentang dalam Anggaran Pendapatan salah
satu pendapatan daerah merupakan pajak. Pajak menurut Pasal 1 No 1 Undang-
Undang nomeor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan yaitu kontribusi wajib kepada negara yang berutang oleh orang pribadi
atau yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat
timbal balik seeara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

Dan adapun biroksasi_pemerintahan _sebagai penyelengara pelayanan
publik sering dikeluhkan karena tidak efesien dan efektif. Birokrasi sering di
anggap tidak mampu dalam melakukan hal yang tidak tepat serta sering Biroksasi
dalam Pelayanan Publik itu sangat merugikan masyarakat sebagai konsumennya.
Hal ini memerlukan perhattan besar sehausnya biroksasi dalam penyelenggaran
pelayanan publik itu memudahkan masyarakat menerima setiap layanan yang di
perlukannya , dan harusnya pemerintah sebagai penyelenggaran pelayanan
terhadap masyarakat itu mempermudah , bukan mempersulit.

Hal tersebut mengingat bahwa dalam Negara Republik Indonesia yang
kehidupan Rakyat dan perekonomiannya sebagian besar bercorak agraris , bumi

termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mempunyai



fungsi penting dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan
pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu bagi mereka memperoleh manfaat dari
bumi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya , karena mendapat hak dari
kekuasan negara«, wajar menyerahkan sebagian dari ‘kenikmatan yang di
perolehnya Kepala Negara melalui pembayaran pajak.

Dalam. struktur penerimaan “negara /permintaan perpajaka mempunyai
peranan yang sangat strategis dan merupakan komponen terbesar, serta sumber
utama penerimaan dalam negeri untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembiayaan nasional. Memberikan pelayanan secara optimal
sangat dibutuhkan , suatu pencerahan yang mencerminkan bahwa pelayanan
bukan hanya masalah fisik melainkan Visioner dan Missioner yang akan
membawa bangsa ini ke masa depan yang lebih mantap dan sedikit ideal. Salah
satu upaya untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat yaitu
adanya di displin-yang tinggi, prefonalisme, di motivasi yang tinggi. Kesiapan
sumber daya manusia yang mempunyai displin prefosionalisme maupun motivasi
yang tinggi di harapkan mampu megatasi Kkrisis ekonomi dan monerter yang
melanda Bangsa Indonesia.

Pelayanan Publik yaitu program nasional untuk memperbaiki fungsi
pelayanan publik . pelayana publik diartikan sebagai kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh pemerintah untuk memenuhi hak-hak warga masyarakat.
Pelayanan publik dibatasi pada pengertian pelayanan publik merupakan segala
bentuk pelayanan sektor politik yang dilaksanakan aparat pemerintah dalam

bentuk barang atau jasa. Yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan
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peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik yaitu sarana pembutuhan

mendasar masyarakat untuk kesejahteraan sosial. Citra layanan publik di

indonesia dari dahulu hingga kini lebih dominan sisi gelapnya ketimbang sisi

umumya dan
padan um
mendorong ~ Kesadara rakat bahwa PBB me “berperan penting.
Penerimaan P 5 a kemandirian
bag

dalam pem gai hal yang perlu

unutk didukung hasilannya. Denga aya & J bagus dapat di

Salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan memberikan pelayanan

yang bagus yaitu dengan memberikan dukungan bagi pegawai PBB dalam
keseragaman dalam menjawab pertanyaan masyarakat dan instasi lainnya yang
terkait dnegan bidang perpajakan. Kecepatan dalam pelayanan kemudaian

keseragaman dalam member kejelasan kepada stakeholderakan memberikan
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persepsi bahwa para pegawai PBB mempunyai kemampuan dan nienguasai
permasalahan yang baik.

Dalam hal ini dalam pembayaran pajak dan bangunan semestinya ada

ingkat seiring
pelayanan public.

penerimaa ,

Disamping untuk mendapatkan pegawal yang tepat guna , agar dapat ditempatkan
pada jabatan atau bagian tertentu secara benar dan tepat.

Sumber-sumber pembiayaan untuk pelaksanaan pemerintahan daera
berasal dari pendapatan Asli Daerah (PAD) dana penimbangan , pinjama daerah ,

dan lain-lain. Salah satu penerimaan daerah adalah Pajak Bumi Dan Bangunan.
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Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu salah satu jenis pajak
daerah keberadaan pajak ini sangat penting untuk meningkatkan penerimaan pajak

daerah  guna  mendukung pelaksanaan  pemeritahan ,penyelenggraan

pembangunan, dan pen 1Kesejahteraan.n I3 Pajak menurut pasal 1

bersifat mé : asarka ndapat timbal
balik seca
besarnya k

Pajak r akan Pera al3 ehidupan bernegara,
Khusunya di da pela o ) 2upakan sumber

pendapatan ar: biayai semua pe ; suk pengeluaran

secara sadar oleh suatu bangsa dan pemerintahan dalam rangka pembinaan
bangsa.

Adapun Pajak Bumi dan bangunan menjadi sumber penerimaan pajak
yang cukup besar jumlahnya serta sangat menunjang proses pembangunan
nasional yang di ancangkan pemerintahan , karena diketahui sebagian besar

penduduk Indonesia dan masyarakat suatu daerah khususya merupakan subjek dan



objek Pajak Bumi dan Bangunan sehingga memungkinkan sekali penerimaan
sektor pajak ini terus di tingkatkan dalam menggalang sumber pembiayaan
pembangunan.

Kenyatannya bahwa kehidupan dan perekonomian bangsa Indonesia yang
sebagian besar berorak agraris termasuk peraran dan kekayaan alam terkandung
memiliki peranan bagi kelangsungan:hidup 'masyarakat sehingga logis sekali jika
mereka yang memperoleh manfaat kekayaan alam itu menyerahkan sebagian
kenikmatan yang di peroleh kepada Negara melalui pembayaran pajak.

Adapun Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu unsur terbesar
dalam menghasilkan pendapatan daerah.Masalah yang tengah dihadapi oleh
pemerintah ~daerah adalah lemahnya kemampuan pendapatan daerah untuk
menutupi biaya dalam melaksanakan belanja pembangunan daerah yang setiap
tahunnya semakin meningkat.Pajak mempunyaiy peranan yang sangat penting
dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan
karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua
pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Pekanbaru adalah Ibukota Provinsi Riau dan juga termasuk daerah otonom.
Jika dilihat dari konsepsi otonomi daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah
bahwa setiap daerah harus mampu mengerjakan serta menjalankan roda
pemerintahan nya sendiri. Untuk itu Pekanbaru juga harus mampu menggali
kebutuhan yang ada di daerah dan khususnya dalam melakukan pembangunan
daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pekanbaru yang memiliki

15 Kecamatan dan 83 Kelurahan dari total 166 Kecamatan dan 268 Kelurahan di
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seluruh Provinsi Riau. Pekanbaru memiliki luas wilayah yaitu 632,27 km2.

Adapun kecamatan yang tersebar di Kota Pekanbaru yaitu :

1. Kecamatan Bukit Raya

. Kecamatan Binawidya (Kecamatan Tampan diganti menjadi kecamatan
Binawidya)

Seperti yang tertera diatas Pekanbaru kini memiliki jumlah kecamatan

sebanyak 15 kecamatan hasil dari 15 Kecamatan tersebut diperoleh dari hasil

pemekaran di bebrapa kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru.



Tabel I.1: Jenis — Jenis Pajak Daerah

NO | Jenis Pajak Kabupaten / Kota

Pajak Hotel

Pajak Restoran

Pajak Hiburan

Pajak Reklame

Pajak Penerangan Jalan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pajak Parkir

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Pajak Sarang Bulung Walet

0. | Bea Perolehan-hak katas Tanah dan Bangunan

=

2O |0|No o1k 1w

Sumber :(Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan
RetribusiDaerah)

Dari tabel tersebut berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 84
tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 17
tahun 2008 Tentang Rincian Tugas , Fungsi dan Tata Kerja Dinas — Dinas di
Lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru . Tugas dari Badan Pendapatan Kota
Pekanbaru mempunyai tuges jpokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah
Daerah Kota Di Bidang Pendapatan Daerah yaitu:

1. Merumuskan kebijakan di bidang pendapatan daerah.

2. Penyelenggaraan urusan pendapatan daerah serta pelayanan umum.

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah.

Adapun Visi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru : “Terwujudnya
Peningkatan Pendapatan daerah Melalui Tertib Administrasi dan Pelayanan Yang
Lebih Baik Serta Masyrakat’. Sedangkan Misi dari Badan Pendapatan daerah
Kota Pekanbaru sendiri yaitu:

1. Menerapkan sistem dan prosedur dalam rangka efeksifitas pelayanan di

Bidang Pendapatan.
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2. Melakukan Pengawasan Terhadap sistem dan Prosedur sumber Pendapatan
Daerah.

3. Melakukan penggalian sumber-sumber pendapatan baru dalam usaha

kepentinga

masyarakat,

r’
fr
e

v
7

Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Pendesaan Perkotaan (PBB) yaitu pajak yang dikenakan atas
perolehan-perolehan atas dan bangunan. Perolehan bumi dan bangunan yaitu
perbuatan atau periswtiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya atau
dimilikinya hak atas tanah dan bangunan oleh orang perseorangan pribadi atau

badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha berkebun
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perhutanan dan pertambangan. Objek dari pajak PBB P2 pajak atas bumi dan
bangunan yang dimiliki , di kuasai , dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau

badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan dan

dan

an retribusi

L L\

pajak daerah

2011 Tentang

LaaNg

mbayaran oleh
wajib pajak ak Daerah PBB
(SSPD PBB

Tabel 1.11 Ja 3angunan (PBB)

13.00 — 15.00 WIB (Buka)

08.00 — 11.30 WIB (Buka)

Jum’at 11.30 — 13.30 WIB (Istirahat)

13.30 — 15.00 WIB (Buka)

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021
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Sejak menjadi kewenangan pemerintah Kota Pekanbaru , antusias
masyarakat dan wajib pajak yang membayar pajak cukup tinggi . Setiap hari

cukup banyak wajib pajak yang datang di Badan Pendapatan Daerah Kota

p:10.000.000 yang
artinya waj al objek pajak
hanya sebes an pajak bumi
dan banguné an, pendapatan
dilaksanaka formulir SPOP

dan administrasi

penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Adapaun dasar penagihan pajak
bumi dan bangunan adalah :

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

2. Surat Ketetapan Pajak (SKP)

3. Surat Tagihan Pajak (STP)
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Rencana penerimaan ataupun target dari penerimaan pajak bumi dan

bangunan setiap tahun pajak adalah :

1. Realisasi penerimaan PBB tahun sebelumnya

layani oleh
lebih baik .
pelayanan pula. Dan di
limpahkan sekedar untuk

meningkat emampuan daerah dz eme : an pengeluarannya,

tetapi juga dala , dministrasi dan

demikian , tugas

Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB
dilaksanakan melalui tahap sebagai berikut : Kepala Kantor Pelayanan SPPT
menyampaikan kepada Kota ( Kepala Dinas Pendapatan Kota yang bersangkutan
disertai dengan berita acara serah terima SPTT).

Proses Penetapan PBB berdasarkan pasal 6 No. 12 tahun 1985 UU No. 12

tahun 1994 pasal 2 (3) KMK-523/KMK.04/1998 yang menjadi dasar pengenaan
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PBB adalah nilai objek pajak (NJOP). Besarnya nilai jual objek pajak ditetapkan
setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya.

Meskipun pada dasarnya penetapan nilai objek pajak yaitu 3 tahun sekali,
namun untuk daerah tertentu. yang karena perkembangan pembangunan
mengakibatkan nilai jual objek pajak cukup besar maka penetapan nilai jual di
tetapkan  setahun sekali. Dalam | menetapkan . nilai jual, menteri keuangan
mendengar pertimbangan gubernur serta mmperhatiakan asas self assement.

Nilai jual sebagai nilai dasar pengenaan PBB dikelompokakn menjadi 2
yaitu:

Kelompok A dan kelompok B (KMK-523/KMK,04/1998). Dalam hal ini objek
pajak yang dinilai jual objek pajak, nilai jual objek pajak yang terjadi di lapangan
tersebut digunakan sebagai daar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Dan kemudian Bapenda menyerahkan kepada para Kepala Kota di wilayah
kerjanya di sertai dengan berita Acara Serah Terima disertai penyeluhan.
Selanjutnya para Lurah/ Kepala atau petugas juga ditunjukan menyampaikan
SPPT PBB kepada masing-masing wajib pajak dengan beberapa tahapan tugas
yang harus di lakukan. Dengan.demikian.dapat dikemukakan bahwa aparatur
pemerintahan yang menjadi garis depan dalam pelaksanaan peyanan tugas
pelayanan PBB adalah tugas kelurahan.

Berdasarkan latar belakang yang peneliti tulis Pelayanan Pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Di Kota Pekanbaru
sejauh ini masih belum terlaksana dengan baik hal ini terlihat dari fenomena —

fenomena yang mengindifikasikan memang belum terlaksana dengan baik yaitu:
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1. Adanya keterlambatan penyampaian SPPT kepada wajib pajak , sebagai
ASN yang dituntut untuk memberikan pelayanan yang selektif, seefisien ,

dan seekonomis mungkin hal ini mesti tidak terjadi.

2. erapa ‘ ' pelayanan dri tingkat
H’i\\‘ ’# . ng ketika
o

3 ang tidak dapat

n ke lapangan

a disini penulis

tertarik un sis Pelayanan

Pembayaran Pg ; i dan Pendapatan Daerah
Kota Pekan

Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Di Kota Pekanbaru?
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1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk m ahui  bagaimana Badar dapatan Daerah dapat

ak Bumi dan

ap pengembangan

intasi-intasi di

3. Peneliti

Penyusunan skripsi ini di harapkan dapat memperluas wawasan
berfikir serta pengetahuan penulis dalam mengembangkan ilmu dan

pengetahuan yang sudah di peroleh untuk di laksanakan di lapangan.
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BAB 11

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

setiap orang akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan
(sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh orang yang bersangkutan.
Menurut Syafiie (2003:36) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang
mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin
bidang legislasi, eksekusi, dan yudikasi dalam hubungan pusat dan daerah antara

lembaga serta antara memerintah dengan yang diperintah.
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Menurut H.A Brasz (dalam Syafiie, (2005:21) mengatakan ilmu
pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara

bagaimana lembaga/dinas pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik

ebagai suatu seni
karena bera : i neme an yang ta kan pemerintah
mampu berkiat serta de . e emerintahan, adalah
karena meme

dan di ajarkan,

memiliki objek, ba i ‘ ‘ niversal sifatnya,

Menurut C. F strong (dalam Syafie 2005:21) pemerintah dalam arti luas
mempunyai kewenangan untuk memelihara kedaiaman dan keamanan negara,
kedalam dankeluar. Oleh karena itu , pertama harus memiliki kekuatan militer
atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang , yang kedua , harus
memiliki kekuatan legislative atau dalam ari pembuatan undang-undang, yang

ketiga, harus memiliki kekuatan finansial atau kemampuan untuk kemampuan
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untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai pngkos

keberadaan negara dalam meyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka

penyelnggaraan kepentingan Negara.

Istilah pe : alan apa Jibedakan antara
pemerintah
Indonesia”(

dalam arti se

S L LYY

r;l ar usu pada kekusaan

ilmu yang memperlajari tentang cara bagaimana umum itu disusun dan

difungsikan baik secara dalam maupun keluar terhadap warga.

Menurut Taliziduhu Ndraha (2003;7) IImu Pemerintah dapat didefinisikan
sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan

dan tiap tuntunan tiap orang akan jasa- publik dan layanan-sipil, dalam hubungan
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pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang

bersangkutan.

Menurut Sitanggang (1996;23) pemerintah adalah satu sistem dari gerak

yang mem

L5 o) b
%

tuntunan t

pemerintah.

waAVVNN

‘E‘
n’ D
o
2
5.

2.
—
Z,
o
QD
>

pada kedaulatan dan kemerdekaan,

kegiatan yang teroganisir yang b

berlandaskan dasar Negara, Rakyat atau penduduk dan Wilayah suatu Negara
memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara
tersebut. Selanjutnya konsep dasar negara tersebut.Selanjutnya konsep-konsep
tercapainya Negara dalam ilmu politik adalah Negara, Kekuasaan, pengambilan

keputusan, kebijaksanaan dan pembagian alokasi.
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Dari sudut teknik organisasi pemerintahan, alasan mengadakan

pemeritahan daerah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintah yang efisien

.apa yang di anggap lebih utama untuk di urus oleh pemerintahan setempat dan

hasil yang tidak tercapai apabila satu individu bertindak sendiri.

4. Konsep Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan suatu elemen yang sangat penting dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik secara sederhana dapat
dipahami sebagai pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Menurut

Mulyadi, Deddy Dkk (2016:39) mengatakan bahwa pelayanan publik dapat
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diartikan sebagai pemberian pelayanan keperluan orang atau masyarakat yang
mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata
cara yang telah ditetapkan. Sedangkan Sujardi mengatakan pelayanan publik
merupakan pelayanan negara untuk memenuhi-kebutuhan dasar dan hak-hak sipil
setiap warga negara atas barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan

oleh penyelenggara pelayanan publik.

Menurut udnang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa ataupun pelayanan

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberi layanan (melayani)
keperluan orang atau masyarakat'yang' mempunyai kepentingan pada organisasi
yang sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan pemerintah yang
pada hakekatnya aalah pelayanan kepada masyarakat. la tidaklah diadakan untuk
melayani dirinya sendiri,tetapi_untuk masyarakat serta menciptakan kondisi yang
memungkinkan setiap anggotamasyarakat untuk mengembangkan kemampuan
dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama.

Pelayanan publik merupakan salah satu dari perwujudan dari fungsi
aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sbagai abdi Negara.
Pelayanan publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat. Birokrasi
publik harus dapat memberikan layanan publik yang lebih professional,efektif

sederhana, transparan, terbukti tepat waktu, responsive dan adaptif serta sekaligus
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dapat membangun kualitas manusia dalam arti meningkatkan kapasitas individu
dan masyarakat untuk secara aktif menentukan masa depannya sendiri.

Tujuan pelayanan publik pada umumnya adalah,bagaimana menyatakan

.‘-‘\Q‘\ =

-
“2-

semakin meng

C

kemampuannya

q C Jaskan asyarakat sesuai dengan
S

kemampuan yang dimilikinya.

5. Konsep Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dinas kelautan dan perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang

dibentuk berdasarkan desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintah pusat
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kepada pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom

han dan kepentingan

..@ Indonesia.

d. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah
otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi
kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
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e. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang

mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan

Republik

Daerah dan

DPRD, se dan Perangkat
Daerah seb an Perwakilan
Rakyat Daerah ¢ ‘ D ada s an rakyat daerah

sebagai unsur-penyele ! :‘- s aera m+ penyelenggaraan
Pemerintaha
umum, per : : ari ur staf vya antu  penyusunan
kebijakan dan ko i Len pendukung kepala

daerah dalam IS elal an. daerah, serta unsur

pemerintahan,  pemerintah
menyelenggarakan sendiri, atau dapat melimpahkan sebagian urusan kepada
perangkat pemerintahan atau wakil pemerintahan di daerah atau dapat
menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa. Di samping
itu penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah
di luar urusan pemerintah, pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri sebagian

urusan pemerintahan, atau melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada
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gubernur selaku wakil pemerintah,atau menugaskan sebagian urusan kepada

pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas

pembantuan.

yelenggarakan

pemerintahan

g. efesiensi
h. efektivitas
i. keadilan

6. Konsep Analisis

Pengertian Analisis dalam Kamus Besar Indonesia (1990:32) vyaitu

penyelidikan terhadap terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk mengetahui
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keadaan yang sebenarnya (sebab mushab) dimana penguraian suatu pokok atau

berbagai bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti

secara keseluruhan.

ubahan pikiran
yang menelg c )e jian-bagian dari

hubungan satu

berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan hubungan menjadi komponen ,
sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen hubungannya satu sama lain dan
fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan dari pengertian di atas , maka

analisis menyangkut beberapa unsur pokok antara lain:

1. Analisis merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang di

dasari pikiran yang logis mengenai suatu hal yang ingin di ketahui.
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2. Memperlajari bagian secara rinci dan cermat sehingga apa yang ingin
diketahui menjadi gambaran yang jelas utuh dan jelas.

3. Ada tujuan yang ingin di capai yaitu pemahaman yang tepat terhadap

an kemampuan
sesuai dengan

berbagai hal

ditentukan oleh jaminan dari pegawai yang memberikan
pelayanan,sehingga orang yang menerima pelayanan semakin puas
dan yakin bahwa segala bentuk urusan pelayanan yang diberikan akan
tuntas dan selesai sesuai dengan kecepatan, ketepatan, kemudahan,

kelancaran dan kualitas layanan yang diberikan.
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3. Bukti Fisik
Bentuk aktualisasi nyata secara fisik dapat terlihat atau digunakan

oleh pegawai sesuai dengan penggunaan dan pemanfaatannya yang

“&

moe

auAWN i)
.

AT AN

an

engan pelayanan.
abila setiap pihak
ya rasa empati

en yang sama

-
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sehingga aktivitas kerja yang dikerjakan menghasilkan bentuk
pelayanan yang memuaskan,tanpa ada keluhan dan kesan yang

berlebihan atas pelayanan yang diterima oleh masyarakat.

Sianipar (1994:4) mengatakan bahwa pelayanan yaitu cara membantu

menyiapkan atau mengurus keperluan seorang atau sekelompok orang. Melayani
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yaitu membantu mengurus keperluan seorang sejak di ajukan permintaan sampai

penyampaian atau penyerahannya.

to dan Sugiyanti ( 2001:38). pelayanan adalah sebagai

upaya ntuk m ‘f.ml!.%m i“\‘\'ﬁw&‘ a. ng lain. Keperluan

melayani

i\&g\‘& \ é‘

rakyat kepada
pemerintah ndang-Undang
dengan tida yang langsung
ditunjukkan um dan dalam

rangka menye

.‘-gj\%it_\‘fi\

ﬂ; ra yang sifatnya
memaksa berdas: ’v Uk keperluan negara
bagi sebesar-besarn Undang-Undang No.16

pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Secara umum,pajak adalahpungutan dari masyarakat oleh Negara
(pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan

terutang oleh yag wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali
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(kontra prestasi//balas jasa) secara langsung,yang hasilnya digunakan untuk
membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan

pembangunan. Dengan hal ini maka pembayaran pajak wajib dan sifatnya

individu at
seimbang,dz

berlaku dan

RALNINARY

’ ‘:i‘%-\ :
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=
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>
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pembanguna
Menurut Roc
“ Pajak adalah
langsung dapat ditu QQ mbayar pengeluaran umum.”
Menurut Adriani dalam Wa ‘

“ Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh
wajib membayarnya menurut peraturan perpajakan,dengan tidak mendapat
prestasi kembali,yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara
yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut Rachmat Soemitro (2009:124)
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“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara(peralihan kekayaan dari sector
partekelir ke sector pemerintah) berdasarkan UU dapat dipaksakan dengan tidak

mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan sebagai

karakterist

1.2 luran waji
1.3 Pajak dipu
1.4 Pajak tidak langsung atas

pembayara
1.5 Pajak dipun
1.6 Pajak diperu aran-pengeluaran
pemerintah gu

1. Fungsi Pajak

disebut juga dengan fungsi fiscal yaitu suatu fungsi dimana hasil atau dana
pajak menjadi salah satu sumber dana kas atau keuangan negara. Dimana
dana pajak yang masukn kedalam kas negara diatur dan disesuaikan dengan
dasar hukum pajak yang berlaku. Fungsi ini menunjukkan bahwa pajak

merupakan apek penting terutama bagi pembiayaan dan pemasukkan negara.
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b Fungsi Mengatur(reguler)
Fungsi mengatur disini adalah pemerintah mampu menggunakan pajak

sebagai aspekyang bisa dijadikan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan

engatur dan

adi alat stabilitas

Menurut Erly Suandy (2000:33) dalam bukunya “Hukum Pajak”,
pengertian subjek dan objek pajak secara umum bahwa subjek pajak adalah pihak-
pihak orang maupun badan yang akan dikenakan pajak,sedangkan objek pajak

adalah segala sesuatu yang akan dikenakan pajak.
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Dari pengertian diatas jelas bahwa subjek pajak itu menyangkut orang
perorangan atau badan sebagai sasaran pajak,sedangkan objek pajak menyangkut

segala sesuatu yang akan menjadi target dikenakan pajak.

3. Jenis-JenisF "‘“ ““\“‘ ...

vy »

1. ’
2. Paje l;
i w peristiwa  yang
g pajak  tanpa
> N tempat tinggal.
6-; i dan Bangunan
Pard
L
B. Berdasarkan Golc :
. 4

_dip sendiri oleh wajib pajak
dan tidak dapat dibebankan ata ahkan kepada oranglain. Contoh:
Pajak Penghasilan(PPh).

2. Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan
atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan

Nilai(PPN).
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C. Menurut Lembaga/Wewenang Pemungutannya
1. Pajak Negara (Pusat) yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: PPh,PPN,PPn

Pajak

me,Pajak,Pajak

tidak dipentingkan dan tidak me pesarnya pajak.

Dengan pemberian otonomi dan desentrisasi. Kepada pemerintah
daerah,pajak hasil bumi yang namanya kemudian diubah menjadi IPEDA(iuran
pembangunan daerah),hasilnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Walaupun

pajak tersebut merupakan pajak pemerintah pusat. Hasil IPEDA digunakan untuk

membiayai pembangunan daerah.
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Pajak Bumi dan Bangunan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi atau
bangunan yang dimiliki,dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau

badan kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha

Republik

dilekatkan

pengertian

a) Jal

Jal

i) Fasilitas lain yang memberikan manfaat.
Setiap bentuk pelayanan memerlukan adanya kepastian atas pelayanan
yang diberikan. Bentuk kepastian dari suatu layanan sangat ditentukan oleh
jaminan dari pegawai yang memberikan pelayanan,sehingga orang Yyang

menerima pelayanan semakin puas dan yakin bahwa segala bentuk urusan



pelayanan

yang diberikan

akan tuntas

dan selesai

sesuai
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dengan

kecepatan,ketepatan,kemudahan,kelancaran dan kualitas layanan yang diberikan.

B. Penelitian Terdahulu

No. Nama Peneliti Judul Penelitian Perbedaan Persamaan
1 2 3 4
1. Berliana Esti Widari Analisis Penerimaan | Penelitian ini Penelitian
dan Sujipto Pajak Bumi-dan sebelumnya terdahulu dan
Ngumar,2016 Bangunan Terhadap /| berlokasi di Kota* | penelitian ini
Pendapatan Daerah | Surabaya, mempunyai
Pemerintah Kota sedangkan kesamaan topik
Surabaya penelitian ini pembahasan yaitu
berlokasi di Kota | mengenai pajak
Pekanbaru bumi dan
bangunan
2. | Yulia Anggara Analisis Efektifivitas | Penelitian ini Penelitian
Sari,2020 dan Kontribusi sebelumnya terdahulu dan
Penerimaan Pajak membahas penelitian ini
Bumi dan Bangunan | mengenai mempunyai
terhadap Pendapatan | efektivitas dan kesamaan dslsm
Daerah di Kota kontribusi metode penelitian
Bandung penerimaan pajak | yaitu kualitatif
bumi, sedangkan
penelitian ini
membahas
mengenai
pelayanan
pembayaran pajak
bumi
3. Nur Riza Utiarahman, . | Analisis efektivitas | Penelitian ini Penelitian
Een N.Walewangko, dan Kontribusi sebelumnya terdahulu dan
Hanly F.Dj Siwu,2016 | Penerimaan pajak menggunakan penelitian ini
Bumi dan Bangunan | teori Efektivitas, mempunyai
Pedesaan Perkotaan | sedangkan kesamaan dalam
(Pbb-P2) terhadap penelitian ini topik pembahasan
Pendapatan Asli menggunakan mengenai
Daerah Kota Teori Pelayanan keterikatan pajak
Tomohon bumi dan
bangunan dengan
pendapatan
daerah.
Selanjutnya
penelitian
terdahulu dan
penelitian ini

mempunyai
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kesamaan dalam
metode penelitian
yaitu kualitatif

4, Fitria Nur Husnia,
Kadarisman Hidayat,

Rizki yudhi
Dewantar

Analisis Penerapan
Elektronik Pajak
Bumi dan Bangunan

Penelitian ini
seblumnya

Penelitian
terdahulu dan
penelitian ini
mempunyai

kesamaan yaitu

bumi dan
bangunan

Penelitian
terdahulu dan
Penelitian ini
mempunyai
kesamaan dalam
topik pembahasan
yaitu mengenai
pemungutan
pembayaran PBB

iy disay yejepe il udwnyo(]
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B. Kerangka Pikir

Dalam pelaksanaan pelayanan tentu saja tidak berjalan tanpa adanya
komponen-komponen yang merupakan suatu dasar dalam keberhasilan pelayanan
tersebut. Oleh karena itu dengan adanaya standar pelayanan yang telah

ditetapkan,maka pelayanan yang diberikan dapat memberikan kepuasan kepada

masyarakat.
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Berdasarkan variable penelitian kemudian diukur dengan teori yang

dijadikan sebagai indikator serta fenomena yang terjadi maka penulis akan

menjelaskan hubungan antara unsur-unsur tersebut agar tidak terjadi kesalahan

|
'
%

-
/
L g

“‘h

embayaran Pajak
tan Daerah Kota

Output Penelitian

Pelayanan yang Baik

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021
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B. Konsep Operasional

Untuk dapat menghindari pemahaman yang berbeda tentang

konsep-konsep yang digunakan didalam penelitian ini, maka dikemukakan

1.

2. ebagai suatu seni
pa pendidikan
njalankan roda
a yaitu dapat di
I, maupun objek

3 pemerintahan oleh

,Q . an-Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pe ‘
Indonesia.

4. Analisis yaitu penyelidikan terhadap terhadap suatu peristiwa (perbuatan)
untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab mushab) dimana
penguraian suatu  pokok atau berbagai bagian untuk memperoleh

pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan.
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5. Pelayanan menurut Pasuraman,

a. Daya Tanggap Setiap pegawai dalam memberikan bentuk-bentuk

pelayanan mengutamakan aspek pelayanan yang sangat mempengaruhi

kepastian atas
layanan sangat

memberikan
makin puas dan
diberikan akan

dengan

iy disay yejepe il udwnyo(]

fisik dapat terlihat atau

dengan penggunaan dan

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

pemanfaatannya yang dapat dirasakan dan sekaligus menunjukkan
prestasi kerja atas pemberian pelayanan yang diberikan.

d. Empati Setiap kegiatan atau aktivitas pelayanan memerlukan adanya
pemahaman dan pengertian dalam kebersamaan asumsi atau
kepentingan terhadap suatu hal yang berkaitan dengan pelayanan.

Pelayanan akan berjalan lancar dan berkualitas apabila setiap pihak
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yang berkepentingan dengan pelyanan memiliki adanya rasa empati

dalam menyelesaikan,mengurus atau memliki komitmen yang sama

terhadap pelayanan.

6. Pelayanan sebagai pemberi layana /3 perluan orang atau

asi yang sesuai

menutup biaya produksi barang serta jasa kolektif guna mencapai
kesejahteraan umum.

8. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta yang
tak bergerak. Oleh sebab itu yang dipentingkan dalam penentuan besarnya

pajak adalah objek yang dikenakan pajak. Keadaan atau status
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orang/badan yang menjadi subjek pajak tidak dipentingkan dan tidak

mempengaruhi besarnya pajak.

Operasional Variabe

NG

D

satu variabel,

Pembayaran
Daerah Kota

A

membantu
menyiapkan at
mengurus kepe
seseorang atau
sekelompok ora
Melayani yaitu
membantu meng
keperluan sejak

yutuhkan dan dapat
nyelesaikan
asalah dengan cepat.

S A )

D

diajukan perminta asih adanya
sampai penyampaiz beberapa pegawai
dan penyerahannya. yang tidak mampu
(Pasuraman 2001:32) membuat wajib pajak
merasa aman selama
melakukan  transaksi
dan tidak mampu
menumbuhkan  rasa
percaya kepada para

wajib pajak

3. Bukti Fisik Bukti  fisik  yang
diterima menjadi
kepuasan untuk

penerima  pelayanan
dan adanya bukti fisik
yang diterima
membuat masyarakat
puas.
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4. Empati

Adanya  keramahan
yang diberikan oleh
pegawai kepada
penerima pelayanan
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BAB IlI

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

ang dibutuhkan

3 yang bersifat

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wadah diadakannya suatu penelitian.
Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru untuk
meneliti Analisis Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
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C. Informan
Peneliti menggunakan Purposive Sampling karena informan yang diambil

tersebut memiliki informasi yang diperlukan mengenai Analisis Pelayanan

[

oD |
)

e

FBESEREC
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D
—
@D
=
QD
>

«Q
QD
>

1
3
D
—+
@D
-
QD
>

«Q
QD
>

dan data yang diperole
1. Data Primer
Data Primer adalah data atau keterangan yang diperoleh langsung dari
seluruh responden melalui wawancara dan observasi yang berkaitan dengan
masalah penelitian peran dinas tenaga kerja dalam penanganan pemutusan

hubungan kerja.



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

47

2. Data Sekunder
Data Skunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan atau

pengolahan data yang bersifat dokumentasi berupa penelaahnya terhadap

penelitian

E. Tekni

menggunakan

termasuk mengajukan pertanyaan kepada seseorang atau kelompok dan mencatat
jawabannya. Apabila informasi sudah memenuhi tujuan penelitian maka
pengajuan pertanyaan akan diahiri. Wawancara yang dilakukan dalam proses
penelitian ini menggunakan teknik wawancara tertekstur yang dilakukan dengan
pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

3. Teknik Dokumentasi
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Peneliti mengumpulkan data dengan teknik pengumpulan data yang tidak
langsung ditujukan kepada subjek penelitian tetapi mempelajari dokumen-

dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku, jurnal,dan lain-lain

sebagainya.

digunakan dilap an enga empat tahapan
analisis data
a. Analisa

Analisa 2in di ada dari pengamatan

c. Analisa Komponen
Setelah analisa taksonomi, dilakukan wawancara atau pengamatan terpilih
untuk memperdalam data yang telah ditemukan melalui pengajuan sejumlah

pertanyaan kontras.
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d. Analisa Tema
Analisa tema merupakan seperangkat prosedur untuk memahami secara

holistic pemandangan yang sedang diteliti.
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G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian
Adapun jadwal waktu kegiatan penelitian mengenai Analisis Pelayanan

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota

Pekanbaru, dire i a
Tabel a i elayanan
a Badan
NERYRAS Rkanpsi
L — Ket
No I r ember | Februari
31411234
Persiapan
dan i
! Peny
upP -
2 | Seminar :
3 | Riset ‘ | =
Penel
4 Lapan
Pengolahan ')
5 | dan Anai ANB
data
Konsulta
6 | Bimbinga
tesis |
7 | Ujian Skripsi
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BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

wilayah kampung Senapelan. Bisa dibilang Istana itu berada di dekat Mesjid
Raya yang ada saat ini. Sehingga Sultan Abdul Jalil Alamudin ini memiliki
cara untuk membuat sebuah Pekan yang berada di Senapelan namun pekan
tersebut tidak ada perkembangan. Karena telah merintis usaha tersebut putra
dari Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menampilkan putranya yakni Raja

Muda Muhammad Ali.
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Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Rajab 1204 H dalam

musyawarah yang dilakukan oleh datuk-datuk yang terdiri dari 4 suku yakni

pesisir,lima puluh, tanah datar dan terakhir kampar maka sekitar tanggal 23

sehingga Badan Penasehat memohon kepada Gubernur Provinsi Riau untuk
mengadakan pembentukan sebuah Panitia Khusus. Sehingga dengan
dibentuknya panitia khusus tersebut maka keluarlah surat keputusan dari
Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat | yang berlangsung pada tanggal
22 September 1958 dengan No0.21/0/3-D/58 terbentuklah panitia penyelidik

untuk penetapan Ibukota Daerah Swantantra untuk Tingkat | Riau.
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Untuk itu panitia tersebut mengadakan kegiatan berkeliling di seluruh
daerah yang ada di Riau dengan tujuan mendengarkan jawaban ataupun saran
dari masyarakat,pemuka agama,penguasa dan yang lain. Dengan angket yang
langsung dilakukan oleh panitia tersebut; untuk itu dapat diambil sebuah
keputusan yakni Ibukota Provinsi Riau adalah Kota Pekanbaru. Ketetapan dan
keputusan ini disampaikan-langsung kepada.Menteri Dalam Negeri Ri pada
tanggal 20 Januari” 1959 dengan mengeluarkan surat keputusan No.Des
52/1/144-25 dengan menetapkan Ibukota Provinsi Riau adalah Pekanbaru.

Agar dapat dilaksanakan ketetapan tersebut, maka pemerintah pusat
melakukan pembentukan panitia kembali karena disebabkan Ibukota Tanjung
Pinang Ini~ke Pekanbaru berhubungan erat dengan kepentingan semua
Departemen. Untuk pelaksanaan pada daerah maka dibentuklah suatu Badan
yang ada di Pekanbaru sehingga diketahui_oleh Letkol Kaharuddin Nasution
yakni Penguasa Perang Riau Daratan.

Pada saat inilah didirikan Kota Pekanbaru untuk fase pertama
dosiapkan beberapa bangunan yang dilakukan dalam waktu yang singkat
sehingga dapat menampung perpindahan-kantor lembaga dan pegawai yang
ada dari Tanjung Pinang menuju Kota Pekanbaru. Telah dipersiapkan
pemindahan tersebut secara terus menerus dengan dilakukan perubahan dari
struktur bagan pemerintahan daerah yang didasari Panpres no.6/1959.

Mr.S.M Amin selaku Gubernur Provinsi Riau diganti dengan Letkol
Kaharuddin Nasution yang pada saat itu dilakukan pelantikan di gedung

Sekolah Pei Ing pada tanggal 6 Januari 1960 di Kota Pekanbaru. Kota
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Pekanbaru memiliki gedung yang cukup maka dipergunakanlah gedung
sekolah Pei Ing tersebut sebagai tempat upacara.

Wilayah Geografis

Pekanbaru dilalui oleh Sungai Siak yang mengalir dari arah barat

sampai timur. Terdiri dari beberapa anak sungai yakni Sail,
Tampan,Limau,Senapelan, Sagu, Ukui, Pengambang, Setukul, Siban, Air
Hitam, Umban Sari. Dan untuk saat ini Sungai Siak adalah jalan perhubungan
untuk melakukan lalu lintas perekonomian masyarakat pedalaman menuju

kota.
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Perkembangan yang terjadi untuk selanjutnya tentang pemerintahan
yang ada di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan, yakni sebagai

berikut :

‘375\?4
S8

. UU No.1 Tahun 1957 status kota Pekanbaru berubah menjadi kota
Praja.
8. Kepmendagri Desember 52/ 1/44-25 tanggal 20 Januari 1959
kemudian kota Pekanbaru menjadi IbuKota Provinsi Riau.
9. UU No.18 Tahun 1965 melakukan peresmian untuk memakai label

atau sebutan kotamadya.
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10. UU No.22 Tahun 1999 yang mengatur tentang pemerintahan daerah
sebagai sebutan kotamadya dan berubah menjadi kota.

Arti Lambang

) B )

o,

Al

.
9

sehingga dapat diartikan sebagai garis khatulistiwa.
Visi Kota

Untuk itu Kota Pekanbaru memiliki visi yang bertujuan untuk
membangun kota Pekanbaru lebih baik kedepannya yang berbunyi

“Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa,
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Pendidikan serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera
yang Berlandaskan Iman dan Taqwa”

Visi dari Kota Pekanbaru tersebut memiliki arti yaitu :

pALEY

2kanbaru untuk

erusaha  untuk

tAanaat

perguruan tinggi. Dengan langkah tersebut diharapakan dalam 20 tahun

kedepan di Kota pekanbaru akan tersedia sarana pendidikan yang lengkap
dan unggul.

3. Sebagai pusat Kebudayaan Melayu, Kota Pekanbaru akan menjadi tempat
dari sebuah peradaban yang mengedepankan nilai-nilai dari kebudayaan

yang diturunkan dari budaya luhur oleh sesepuh masyarakat dahulu.
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Pekanbaru yang selalu mengedpankan, melestarikan, mengembangkan,
menghayati mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari tentang budaya

melayu Riau. Dengan menjadikan kota Pekanbaru sebagai pusat

a._bangunan yang ada

adat istiadat

Untuk itu Kota Pekanbaru dapat dikenal dengan slogan yang berbunyi
“Kotaku,Kotamu dan Kota Kita Bertuah”. Dan memiliki Motto yang berbunyi

Bersih, Tertib,Usaha Bersama,Aman dan Harmonis dengan arti :
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. Bersih

Yakni memiliki jiwa yang bersih, suci dan damai dalam rumah

tangga,lingkungan masyarakat,tempat pendidikan,tempat ibadan serta

diwujudkan

tersebut.

Artinya kompak, saling meghargai dan menghormati, seiya sekata dan

serasi.



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

60

B. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
Untuk dapat mengatur dan menjalankan roda pemerintahan serta menjalin

hubungan yang baik antara masyarakat sebagai penerima pelayanan dan pemberi

paling uta masalahan pela m ajak bumi dan

bangunan.

Maka dari i erintah mendiri hue I atau lembaga

bagi masyarakat dalam perihal pemabayaran pajak terutama pajak bumi dan
bangunan. Dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan Bapenda
harus cukup tegas mengingat kembali bahwasanya dalam membayar pajak bumi
dan bangunan masih kurang cekat karena masih adanya masyarakat yang tidak
tepat dalam membayar pajak bumi dan bangunan maupun pembayaran pajak

daerah lainnya. Untuk itulah Bapenda didirikan agar proses pembayaran pajak
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bumi dan bangunan dapat berjalan dengan baik sesuai SOP yang telah berlaku
sehingga hal tersebut dapat berjalan dengan baik bagi masyarakat maupun pihak

instansinya. Bapenda juga berfungsi untuk melaksanakan perencanaan dan

ahun 2013 tentang
2008 Tentang
di Lingkungan

Kota Pekanbaru

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah.

D. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
Adapun Visi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
“Terwujudnya Peningkatan Pendapatan daerah Melalui Tertib Administrasi dan

Pelayanan Yang Lebih Baik Serta Peran Masyrakat’.
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Sedangkan Misi dari Badan Pendapatan daerah Kota Pekanbaru sendiri yaitu:
1. Mengamankan penerimaan PAD dan bagi hasil pajak /bukan pajak

yang ditetapkan dalam APBD baik yang menjadi tugas dan tanggung

g dilaksanakan oleh

\‘!““‘ .’a. ainnya.
.

melakukan
d

ber potensi
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V.

Pekanbaru

Kepala Badan

Kelompok Jabatan Fungsional

Tertentu

Sekretaris
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Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota

Subbag
Keuangan

Subbag Umum

Subbag Program

Bidang Pajak Daerah |

Bidang Pajak Daerah Il

Subbid Pendataan dan
Pendaftaran PBB,BPHTB
dan PPJ

Subbid
Pajak,Hotel,Restoran dan
Mineral Bukan Logam
dan Batuan

Bidang Pengendalian Pajak

Bidang Perencanaan
dan Pengembangan
PAD

Subbid Pengawasan dan
Pemeriksaan

Subbid
Hukum,Kerjasama dan
Dana Transfer

Subbid Pengolahan
Data,Penilaian PBB-
P2,BPHTB dan PPJ

Subbid Pajak
Hiburan,Parkir,Sarang
Burung Walet

Subbid Penagihan Penindakan
dan Penyitaan

Subbid Teknologi
Informasi dan Analisa
Pendapatan Daerah

Subbid Penetapan PBB-
P2 dan Verifikasi BPHTB
dan PPJ

Subbid Pajak Reklame
dan Air Tanah

Subbid Penyuluhan dan
Keberatan

Subbid Pembukuan
Pendapatan Daerah

UPT Pendapatan UPT
UPT Pendapatan | UPT Pendapatan 1l UPT Pendapatan I11 IV Pendapatan VV
| | | | |
Subbag Tata Usaha Subbag Tata Uaha Subbag Tata Usaha Subbag Tata Subbag Tata
Usaha Usaha
Pendapatan | Pendapatan Il Pendapatan 111

Pendapatan 1V

Pendapatan V

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru,2021
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BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. ldentitas Informan

penelitian. Denc pene : prman yang telah
diteliti. Hal-ha aka A : asce antaranya mengenai

jenis kelam

Tabel V.I:

No. Jabatan

1. Kepala Sub  Bidang
Pelayanan Pendataan
dan Pendaftaran
PBB,BPHTB dan PPJ
Bapenda kota Pekanbaru

2. Masayarakat Penerima
Pelayanan

3. Masyarakat ~ Penerima
Pelayanan

Sumber : Olahan Peneliti Dari ancara Lapangan,2021

Berdasarkan tabel yang tertera diatas maka yang menjadi key informan
dalam penelitian ini adalah Bapak H.Khairunnas,ST.MM selaku Kepala Sub
Bidang Pelayanan Pendataan dan Pendaftaran PBB,BPHTB dan PPJ di Badan

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Dan yang menjadi informan didalam

penelitian ini adalah Ibu Desi selaku masyarakat penerima pelayanan dan Bapak
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Safrizal juga sebagai masyarakat penerima pelayanan yang akan melakukan
pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

Dengan beberapa informan dan satu yang menjadi key informan didalam
penelitian ini seperti yang telah.disebutkan pada tabel diatas, Kepala Sub Bidang
Pelayanan Pendataan dan Pendaftaran PBB,BPHTB dan PPJ di Badan Pendapatan
Daerah Kota Pekanbaru merupakan: key: informan yang sekaligus merupakan
responden yang dianggap paling penting oleh peneliti. Dikarenakan mampu dan
bisa memberikan segala informasi serta dapat memberikan jawaban yang
dibutuhkan oleh peneliti sesuai dengan indikator yang digunakan oleh peneliti.
Dan ada masyarakat sebagai penerima pelayanan yang akan membayar pajak
bumi dan bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru hal ini juga
sangat penting dan dibutuhkan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang
berkaitan dengan penelitiansini_karena selaku masyarakat yang berhak menerima
pelayanan memiliki kebijakan penuh untuk menjawab mengenai pelayanan yang
didapat selama melakukan pembayaran pada Badan Pendapatan Daerah Kota
Pekanbaru jadi baik key.informan maupun informan.memiliki peran yang penting
guna menjawab semua pertanyaan yang ada.

B. Hasil Penelitian Tentang Analisis Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Sebagai dasarnya pemerintah telah menetapkan serta menyusun sesuatu

nya dengan terstruktur yang berguna untuk melindungi dan mengatur tentang

hak masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan khususnya dikota

Pekanbaru. Hal ini tentunya dilakukan agar menghindari hal-hal yang tidak
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diinginkan dapat terjadi sehingga dapat merugikan kedua belah pihak yakni
pemerintah dan masyarakat terutama mengenai pelayanan pembayaran pajak
bumi dan bangunan.

Pelayanan-adalah  suatu-proses yang-dapat memnuhi kebutuhan dengan
melakukan aktivitas dengan orang lain secara langsung, pelayanan sendiri
merupakan kegiatan yang diibaratkan untuk menolong menyediakan segala apa
yang saat ini diperlukan oleh orang lain. Sedangkan menurut Kotler (1994)
pelayanan itu adalah sebuah aktivitas atau hasil yang dapat ditawarkan atau
disediakan oleh suatu lembaga atau instansi kepada pihak lain dan hasilnya
tidak dapat dimiliki oleh pihak lain tersebut. Pelayanan yang sangat diperlukan
manusia pada dasarnya terbagi dua jenis yaitu pelayanan fisik yang sifatnya itu
pribadi atau privasi sebagal manusia dan layanan administratif yang diberikan
suatu organisasi maupun lembaga.

Untuk itu  penyelenggaraan pelayanan publik termasuk pelayanan
pembayaran pajak bumi dan bangunan adalah suatu upaya atau usaha negara
untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak dari warga negara atas jasa,
barang dan tentunya pelayanan administrasi yang telah disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik. Hal ini tentunya sudah tertuang pada Undang-
undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan
bahwa kepaa negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara
demi kesejahteraannya sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat

ditentukan oleh baik maupun buruknya dari penyelenggaraan pelayanan publik.
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Sudah tidak asing lagi bahwasanya tujuan dari negara Republik Indonesia

adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan

bangsa dengan begitu maka salah satu upaya atau usaha untuk

REN AR

pajak bum
sosialisasi ' ai tata cara yang
kurang efekt @' itian ini mengenai

tanggapan dari responden mengenai analisis pelayanan pembayaran pajak bumi

dan bangunan pada badan pendapatan daerah kota Pekanbaru dapat dilihat dari
uraian berikut ini :
1. Daya Tanggap

Daya tanggap adalah suatu kemauan yang berawal dari diri sendiri yang

berguna untuk membantu ataupun memberikan pelayanan yang cepat, tepat
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kepada penerima pelayanan dengan menyampaikan informasi yang sejelas
jelasnya kepada penerima pelayanan tanpa adanya alasan yang tidak jelas.

Setiap negara memiliki responsif atau daya tanggap yang cukup baik untuk

ayanan yang

cekat. Dalam

dalam

Oleh karena itu setiap instansi maupun lembaga sangat wajib menerapkan
sikap daya tanggap ini agar pemerintahan tersebut dapat berjalan dengan baik
sehingga dapat terciptanya good governance yang selama ini telah diimpikan

oleh bangsa kita sendiri.
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a. Masih Kurangnya Sikap Tanggap Atau Respon Pegawai Dalam
Memberikan Pelayanan Yang Dibutuhkan dan Dapat Menyelesaikan
Masalah Dengan Cepat.

Seperti yang diketahui sikap tanggap atau respon dari pegawai sangat
dipentingkan karena hal ini menyangkut kepuasan dari masyarakat sebagai
penerima pelayanan . dari| pegawai selaku lembaga yang diperintah.
Tentunya masyarakat sangat menginginkan dilayani dengan baik oleh
pegawai karena kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama dari
pemerintah dengan begitu masyarakat menjadi merasa aman dan nyaman
saat melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan dan merasa sangat
disanjung dengan pelayanan yang diberikan. Pelayanan yang baik yang
diterima_masyarakat tentunya hal ini dapat menjadi penentu utama dan
tonggak utama mewujudkan good governance yang Seharusnya sudah
tercipta sejak dahulu di negara kita. Untuk itu sikap daya tanggap dan
responsif dari pegawai perlu ditingkatkan lagi di berbagai lembaga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H.Khairunnas,ST.MM
selaku Kepala Sub' Bidang " Pelayanan Pendataan dan Pendaftaran
PBB,BPHTB dan PPJ Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru pada
Hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, menyatakan bahwa :

“Baik jadi untuk tanggapan dari saya sendiri terhadap pegawai
kami yang melayani masyarakat di Bapenda Kota Pekanbaru ini
kami sudah berupaya semaksimal mungkin bagaimana pelayanan
kepada masyarakat itu bisa diberikan yang terbaik kenapa karena
kita disamping pelayan masyarakat kita juga butuh dengan
masyarakat butuh dari hal bagaimana masyarakat itu kita edukasi

bisa membayarkan kewajibannya terhadap pemerintah ya
contohnya itu pembayaran pajak bumi dan bangunan dan pajak
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yang lainnyajadi memang kita upayakan semaksimal mungkin
terhadap pegawai kita untuk berprilaku sangat responsif sangat
baik sangat melayani terhadap masyarakat-masyarakat yang
berurusan disini. Jadi kalau tanggapan saya sendiri kami sudah
bekerja maksimal kami sudah melakukan yang terbaik bagaimana
bapenda‘itu bisa melayani masyarakat dengan sebaik mungkin itu
tanggapan sayasendiri. Tapi.saya masih menyadari kalau memang
kekurangan itu pasti ada tapi setidaknya kami sudah memberikan
yang terbaik itu tanggapan saya’.

Dari hasil observasi ke lapangan yang didapat bahwasanya dalam
memberikan sikap responsif sudah menjadi Kewajiban pihak Bapenda.
Bapenda sendiri telah melakukan semaksimal mungkin dalam memberikan
pelayanan yang baik serta sikap responsif yang baik bagi masyarakat dan
sejauh ini hal tersebut telah dilaksanakan oleh para pegawai yang ada di
Bapenda tersebut. Tentunya pihak Bapenda juga -mengakui bahwa
kekurangan itu ada namun sebalk mungkin mereka akan melayani
masyarakat itu dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Desi selaku masyarakat
yang menerima pelayanan pada Hari Selasa tanggal 14 Desember 2021
menyatakan bahwa :

“Tanggapannya baik, bagus.kan ini juga untuk pajak daerah juga

dan sejauh ini pelayanan yang didapat itu baik dan lumayan puas

sama pelayanannya”

Dari hasil observasi dilapangan bahwasanya menurut masyarakat
sebagai penerima pelayanan cukup merasakan kepuasan terhadap
pelayanan yang telah diberikan oleh pegawai dalam memberikan

pelayanan. Tentunya dengan jawaban dari masyarakat yang mengatakan

hal ini tentunya dapat memberikan dampak yang baik juga untuk
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kedepannya sehingga untuk mengenai pelayanan dan sikap pegawai nya

cukup memuaskan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Safrizal selaku

dimaksud disini adalah pemimp

lembaga atau instansi tersebut dan

penanggung jawab adalah pegawai yang memberikan pelayanan tersebut kepada
masyarakat.

Perlunya jaminan didalam memberikan pelayanan bertujuan untuk
menumbuhkan rasa percaya masyarakat atas pelayanan yang didapatkan nya dari
pemerintah sehingga bukan hanya sekedar janji belaka namun juga jaminan yang

dibuat agar masyarakat juga merasa yakin dan percaya dengan pelayanan yang
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akan diperoleh sehingga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan masyarakat

merasa sudah mendapatkan jaminan atas apa yang telah terjadi.

a. Masih Adanya Beberapa Pegawai Yang Tidak Mampu Membuat Wajib
Pajak Merasa'Aman Selama Melakukan Transaksi.dan Tidak Mampu
Menumbuhkan Rasa Percaya Kepada Wajib Pajak.

Untuk. menumbuhkan, ckepercayaan; , masyarakat tentunya pemberi
pelayanan wajib memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam
melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan dikarenakan jika hal tersebut
dilaksanakan maka masyarakat tidak akan ragu dalam membayar pajak dan
tentunya tidak akan ada lagi keterlambatan dalam membayar pajak bumi dan
bangunan maupun pembayaran pajak yang lainnya.

Sehingga bagaimana pun caranya pemberi pelayanan semaksimal mungkin
dapat melayani dengan baik dalam hal pemhayaran pajak karena diaat irulah
masyarakat benar-benar merasa aman dan nyaman. dalam melakukan
pembayaran pajak bumi dan bangunan maupun pajak yang lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H.Khairunnas,ST.MM
selaku Kepala Sub Bidang Pelayanan Pendataan dan Pendaftaran PBB,BPHTB
dan PPJ Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru pada Hari Selasa tanggal
14 Desember 2021, menyatakan bahwa :

“Jadi terkait masalah keamanan merasa aman ini kembali lagi kepada

staff kami yang tentu kita untuk keamanan tentu beda lagi dengan
pelayanan karena yang mengurus masalah keamanan tentu petugas
kita beda antara yang mengurus pelayanan dan keamanan. Jadi ini
disini kalau tentu kami seperti yang tadi saya sampaikan juga kami
yang namanya pelayanan masyarakat ya tentunya kami ingin melayani

masyarakat itu sebaik-baiknya tentu kami juga ingin menciptakan rasa
aman nyaman bagi masyarakat ataupun wajib pajak yang mau
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melakukan urusan atau pengurusan di bapenda kota Pekanbaru ini
itulah yang kami lakukan kami akan berupaya walaupun masih ada
kekurangan ya mungkin ya tapi kami akan melakukan sesuatu ataupun
akan melakukan hal-hal yang bagaimana supaya masyarakat itu aman
nyaman tenang tentram dalampengurusan di bapenda ini”.

Berdasarkan hasil'observasi di lapanganyang dilakukan oleh peneliti maka
dapat dijelaskan oleh Bapenda bahwa dalam meberikan rasa aman dalam
bertransaksi itu adalah penanggung jawaban dari. petugas karena tujuan nya tetap
sama untuk menciptakan rasa aman nyaman tenang di Bapenda dalam melakukan
pembayaran .oleh wajib pajak atau masyarakat sebisa mungkin Bapenda
melakukan hal yang sebaik mungkin guna menciptakan rasa aman bagi wajib
pajak atau masyarakat dalam menerima pelayanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Desi selaku masyarakat sebagai
penerima pelayanan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 menyatakan
bahwa :

“Menurut saya sudah ngerasa aman karna dari awal masuk juga udah

satpam nya terus fasilitas nya juga nyaman kalau kita mau nunggu nomor

antrian juga kalau mau bayar itu serasa aman nyaman karna satu satu
vang dilayani’”,

Berdasarkan hasil observasi di lapangan yang dilakukan oleh peneliti maka
dapat dikatakan bahwasanya menurut masyarakat pegawai yang ada di Bapenda
telah membuat masyarakat merasa aman dan nyaman dalam melakukan transaksi
pembayaran pajak bumi dan bangunan maupun pembayaran pajak yang lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Safrizal selaku masyarakat

sebagai penerima pelayanan pada hari Selasa 14 Desember 2021 menyatakan

bahwa :
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“Cukup aman jadi menurut saya tidak ada masalah dalam memberikan
rasa aman kepada masyarakat kalau kita mau melakukan pembayaran
pajak karena sudah cukup diberikan rasa aman oleh staff nya”

Berdasarkan hasil observasi di lapangan oleh peeliti maka hasil yang

wajib pajak sebagai penerima pelayanan, bukti fisik ini juga merupakan bukti
yang nyata yang juga mempengaruhi tingkat pelayanan kepada wajib pajak

sebagai penerima pelayanan.
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a. Bukti Fisik Yang Diterima Menjadi kepuasaan untuk penerima pelayanan
dan adanya bukti yang diterima oleh penerima pelayanan.

Dengan adanya bukti fisik yang diberikan oleh pegawai kepada
masyarakat maka-dapat menumbuhkan rasa kepercayaan dari masyarakat karena
dengan_adanya bukti tersebut masyarakat semakin yakin dan percaya semuanya
telah di proses dengan baik.sehingga-tidak /ada kekeliruan dalam memberikan
pelayanan tersebut. Bukti fisik ini merupakan upaya yang baik yang dilakukan
pemerintah  khususnya bapenda kota Pekanbaru karena setiap transaksi
pembayaran memang memerlukan surat serah terima dalam melakukan transaksi
pembayaran pajak tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H.Khairunnas,ST.MM selaku
Kepala Sub Bidang Pelayanan Pendataan dan Pendaftaran PBB,BPHTB dan PPJ
Badan Pendapatan Daerah Keta Pekanbaru pada Hari Selasa tanggal 14 Desember
2021, menyatakan bahwa :

“Bukti fisik yang diterima oleh masyarakat terkait dengan pelayanan ya

tentu yang pertama sekali mungkin masyarakat menerima dari hasil apa

yang dilakukan yang diurusnya itu tentu ada bukti fisik nya berupa surat
ya bukti fisiknya berupa surat. Kalau IPBB itu ada namanya SPPT kalau

di pajak-pajak lainnya ‘mungkin“ada SPP segala macamnya banyak

namanya setiap jenis pajak itu ada namanya jadi saya pun memang tidak

bisa menjelaskan semua jenis pajak karena kita disini hanya mengurusi 3

jenis pajak. Dan 3 pajak yang kita layani disini khususnya di PD 1 Pajak

Daerah 1 itu yang pertama sekali itu PPJ namanya (Pajak Penerangan

Jalanan) yang kedua pajak bumi dan bangunan (PBB) terus adalagi yang

ketiga PBHTB (Pajak Biaya Perolahan Hak atas Tanah dan Bangunan. Ya

jadi mungkin untuk bukti fisik ya seperti itu tadi diterima oleh masyarakat
berbentuk surat dan juga mungkin bukti bayar atau segala macamnya ya
itulah bukti fisiknya yang diterima oleh masyarakat”.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan maka dinyatakan bahwa bukti fisik

yang diberikan oleh pihak Bapenda yaitu berupa surat atas apa yang mereka urus
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di Bapenda. Berbagai pajak bisa dilakukan pembayaran di Bapenda tersebut
sehingga bukti fisik yang diberikan kepada masyarakat atas apa yang telah mereka
urus atau mereka lakukan adalah surat yang menjadi pegangan mereka setelah
melakukan pembayaran di Bapenda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Desi selaku masyarakat
penerima pelayanan pada hari, Selasa: tanggal, 14 Desember 2021 menyatakan
bahwa :

“Selama ini semuanya dikerjakan dengan baik buktinya surat bukti udah

membayar gitu aja sama pegawainya, cuman sekarang ini orang ini kan

lagi transisi kebetulan kabid nya baru diganti jadi masi belajar masih
agak lama meriksanya itu yang agak lama sekarang

Berdasarkan hasil observasi dilapangan maka dapat dinyatakan bahwa
bukti fisik disini memang benar surat dalam-melakukan pembayaran pajak namun
masyarakat sedikit mengeluh karena pemeriksaan ‘yang dilakukan sedikit
terlambat dikarenakan adanya ‘pergantian kabid sehingga.-masyarakat sedikit
menunggu lama dalam proses pemeriksaan berkas-berkas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Safrizal selaku masyarakat
penerima pelayanan pada hari: Selasa tanggal 14 Desember 2021 menyatakan
bahwa :

“Bukti nya surat terima setelah melakukan pembayaran setelah selesai

pembayaran mereka kasih surat kayak kita di bank ada struknya seperti

itu aja”
Berdasarkan hasil observasi di lapangan masyarakat menyatakan bahwa memang
benar bukti fisik yang diberikan adalah surat telah melakukan pembayaran hal ini

merupakan bukti fisik dan bentuk pihak Bapenda dalam meningkatkan

kepercayaan dan kepuasan masyarakat dalam melakukan pembayaran di Bapenda
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sehingga masyarakat merasakan kepuasan karena telah menerima bukti tersebut
jika memang telah membayar wajib pajak di Bapenda kota Pekanbaru.
4. Empati

Pelayanan.memang memerlukan empati- dari pegawai kepada wajib pajak
karena empati sendiri adalah cara pegawai untuk memberikan kepuasan dalam
melayani masyarakat sebagal. penerima pelayanan. Hal tersebut merupakan suatu
bentuk kemampuan dari pegawai yang berguna untuk merespon apa yang
dibutuhkan dan dikeluhkan masyarakat.

Sikap petugas yang memiliki empati tinggi yang mampu mendengarkan
berbagai masukkan dan keluhan untuk memberikan solust terhadap permasalahan
yang mereka terima sehingga mereka punya tempat untuk-mengadu tentang
masalah yang tidak mereka hadapi. Kemampuan untuk memahami masyarakat ini
merupakan kemampuan yang sangat diperlukan diberbagai lembaga sebagai
pemberi pelayanan karena dengan memiliki sikap empati masyarakat menjadi
puas dengan pelayanan yang diberikan. Sehingga penyelenggara pelayanan publik
harus memahami dan mengerti konsep dari empati itu.seperti apa sehingga dengan
seperti ini Indonesia dapat meningkatkan pemerintahan yang baik.

a. Adanya Keramahan Yang Diberikan Oleh Pegawai Pemberi Pelayanan
Kepada Penerima Pelayanan
Setiap lembaga pemerintahan wajib menjunjung tinggi keramahan kepada
masyarakat karena keramahan tersebut lah yang diperlukan oleh masyarakat
sehingga masyarakat juga merasakan bahwasanya wajib pajak benar-benar

dilayani dengan baik dan tidak ada pembedaan yang membuat mereka tidak
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dilayani dengan baik. Perlu diingatkan lagi keramahan merupakan kunci dari
suksesnya lembaga tersebut untuk mengayomi masyarakat karena dengan
begitu masyarakat menjadi tidak ragu dalam melakukan pembayaran pajak
karena dilayani-dengan ramah.dan tulus sepenuh hati.

Hal ini wajib dilaksanakan disetiap lemabag pemerintah guna menciptakan
good governance didalampelayanan: publik. Sehingga pemerintah dinilai
benar-benar bisa melayani masyarakat dengan Sebaik-baiknya ini semua
diberlakukan di instansi pemerintahan yang ada di Indonesia khususnya kota
Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H.Khairunnas,ST.MM
Kepala SubBidang Pelayanan Pendataan dan Pendaftaran PBB,BPHTB dan
PPJ Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru pada Hari Selasa tanggal 14
Desember 2021, menyatakan bahwa :

“Jadi ya untuk sekarang ini pegawai kita disini sudah diberikan edukasi

sudah diberikan training sudah diberikan semacam pembekalan terkait

bagaimana cara memberikan melakukan pelayanan terhadap masyarakat
disitu ada 3 S katanya ya ada istilah-istlah nya disini mungkin yang sudah
dijadikan suatu.icon nya lah sehari-hari dia sebelum bekerja itu dia
lakukan itu dulu“dan ini yang kita lakukan disini bagaimana masyarakat
itu bisa betul-betul “merasakan. terlayani merasa nyaman tenang dalam

berurusan di bapenda int-kalau saya menilai kita sudah melakukan yang
terbaik hal-hal yang baik cukup baik pelaksanaan pelayanan di bapenda

ini”

Berdasarkan hasil observasi di lapangan maka dinyatakan bahwasanya
pihak bapenda telah melakukan hal yang terbaik yang ditujukan kepada
masyarakat pihak bapenda sendiri mengaku telah melakukan edukasi kepada

pegawai nya untuk tetap melakukan keramahan kepada masyarakat karena dengan

seperti itu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pegawai nya.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Desi selaku masyarakat sebagai
penerima pelayanan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 menyatakan

bahwa :

tingkat kerama : an oleh pegawai sudah.c ik dilakukan oleh
pegawai 2 3 reka ‘ a ah diterapkan di

Bapenda.

bahwa :

atkan lagi lah

masyarakat menjadi lebih nyama
C. Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan analisis pelayanan
pembayaran pajak bumi dan bangunan pada badan pendapatan daerah
kota Pekanbaru
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H.Khairunnas,ST.MM selaku
Kepala Sub Bidang Pelayanan Pendataan dan Pendaftaran PBB,BPHTB dan

PPJ Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru mengenai faktor yang menjadi
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penghambat tidak terlaksananya mengenai Analisis Pelayanan Pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 menyatakan bahwa :

“Jadi hal-yang menjadi.hambatan dalam memberikan pelayanan pada
pembayaran  pajak bumi dan bangunan disini kami memang masih
merasakan ada beberapa hambatan ya dalam hal memberikan pelayanan
terkait masalah PBB ini yang pertama sekali dari sisi mungkin objek pajak
yang tidak dijumpai alamatnya jadi kami.banyak mendapatkan NOP atau
nomor objek pajak.yang tidak sesuai dengan:kondisi dilapangan apakah
sudah berubah tapi tidak dilaporkan macam-macam ada yang suka pindah
bidang tapi tidak dilaporkan akhirnya jadi tidak ketemu jadi mungkin
kooperatif dari wajib pajak terutama masyarakat mungkin kita apain juga
disini dalam setiap hal yang melakukan perubahan terhadap bumi dan
bangunan dia melakukan jadi mari kita edukasi masyarakat kita juga
melakukan upaya-upaya dengan mempermudah masyarakat dalam
pembayaran PBB ini cuman kita minta pada kesadaran masyarakat
sendiri bagaimana supaya bisa melaporkan atau menyampaikan andaikan
terjadi perubahan-perubahan jadi kita minta masyarakat itu kooperatif
dalam melaksanakan memberikan informasi kepada kita supaya kita bisa
melakukan perbaikan-perbaikan dalam hal pendataan-pendataan yang
ada kepada kita agar masyarakat tidak merasa dirugikan mungkin itu.
Dan untuk aplikasi tempat pembayaran PBB Kkita sangat banyak kita bisa
di bukalapak mebayarnya:bisa.di-indomaret alfamart di bank, kita sudah
bekerjasama dengan beberapa bank yang ada di Pekanbaru, bank daerah
jadi untuk saat ini mudah sekali pembayaran pajak ini tidak harus datang
ke kantor bapenda dimana saja kita berada bisa bayar PBB dengan
memberikan nomor NOP nya jadi kadang kita masyarakat ada yang tidak
tau kita membayar tapi dengan apa kita bayar cukup dengan membawa
NOP aja masyarakat bisa bayar dimana saja di hp bisa yang punya kartu
debit ya bisa dia bayar melalui aplikasi bukalapak, traveloka jadi tidak
sulit sangat mudah sekali kita membayar pajak bumi. Jadi dulu terbatas
ya tapi kalau sekarang kapan saja 24 jam jam berapa pun dia bisa bayar
dimanapun dia bisa bayar seperti itu aplikasinya kita. Khusus untuk
pengecekan kita punya aplikasi baru namanya smart tax PBB disitu kita
bisa mengecek berapa pajak kita, semua jenis pajak ada disana ya
namanya smart tax PBB yang baru kita launching beberapa bulan yang
lalu oleh menteri keuangan Republik Indonesia. Dan jadi kalau untuk ya
bapenda kota khusus untuk PBB, kalau provinsi ada lagi jenis pajaknya
tapi kalau PBB itu hanya ada di bapenda kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan maka dapat dikatakan bahwasanya ada

beberapa hambatan yang mejadi penghambat dalam pelaksanaan pembayaran
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pajak bumi dan bangunan ini seperti dari nomor objek pajak yang tidak dapat

ditemui ketika telah turun ke lapangan dikarenakan telah berubah namun

masyarakat tidak melaporkan. Untuk itu bapenda sendiri melakukan sosialisasi

masyaraka

dilakukan
masyarakat
kesenjanga

lainnya.
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

ada di kota

Hal ini

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pada Bapenda Kota Pekanbaru
adalah masih banyak nya didapati Nomor Objek Pajak (NOP) yang tidak
ditemui pada saat turun ke lapangan hal ini dikarenakan Nomor Objek
Pajak tersebut telah berubah namun masyarakat tidak melakukan
pelaporan kepada pihak Bapenda sehingga Nomor Objek Pajak tersebut

tidak dapat dijumpai. Kemudian masih adanya masyarakat yang belum
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memahami bagaimana tata cara melakukan pembayaran pajak bumi dan

bangunan maupun pembayaran pajak lainnya tentu dengan adanya hal ini

Bapenda Kota Pekanbaru sangat berperan penting dalam menyelesaikan

Be

memberik

Pembayara

Pekanbaru

T AR AR

. 03 5
R N

sehingga saling menguntungkan.
2. Peneliti menyarankan kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
untuk terus melakukan sosialisasi turun ke lapangan memberikan edukasi
mengenai bagaimana cara ataupun metode pembayaran pajak bumi dan
bangunan maupun pembayaran pajak lainnya sehingga tidak ada lagi

masyarakat yang tidak membayar ataupun telat membayar pajak. Dengan
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adanya aplikasi yang canggih pada saat ini masyarakat wajib pajak juga

perlu diberikan edukasi mengenai cara penggunaan aplikasi online tersebut

sehingga tidak adalagi kekeliruan dari masyarakat karena dengan hal ini
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